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ABSTRAK 

 

Pandemi Covid-19 memberikan dampak negative kepada negara 

Indonesia dari sektor riil maupun sektor non riilnya. Pada sektor riil 

sendiri, pandemic ini berdampak pada UMKM, pekerja harian, 

sekolah swasta dll. Sedangkan Pada sektor non riil yaitu salah satunya 

berdampak pada Perbankan Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi 

oleh COVID-19 yang berdampak pada lembaga keuangan salah 

satunya adalah BMT Assyafiiyah Kotagajah, BMT Assyafiiyah 

Kotagajah merupakan lembaga keuangan  yang berada dekat dengan 

pusat pereonomian di kecamatan Kotagajah, hal ini menyebabkan 

akan banyak pelaku UMKM yang terdampak akan COVID-19. 

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan OJK Nomor 

11/POJK.03/2020 guna pemulihan ekonomi nasional yang ditujukan 

bagi sektor riil agar nasabah/anggota yang terdampak pandemi 

COVID-19 mampu memenuhi kewajiban pembiayaan  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data 

primer dan sekunder, selain itu, metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dan 

metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif. 

Hasil penelitian ini menujukan Strategi penyelesaian pembiayaan 

bermasalah pada UMKM di BMT Assyafiiyah Kotagajah dilakukan 

dengan tahap berikut ini, yaitu yaitu 1) melakukan penagihan intensif, 

dengan menghubungi anggota via telpon dan mendatangi anggota, 2) 

Pemberian surat peringatan atau teguran, pihak BMT akan melakukan 

teguran dan memberi SP I s.d III, 3)Penjadwalan kembali 

(Rescheduling) yaitu perpanjangan waktu jatu tempo untuk anggota, 

4) Persyarataan kembali (Reconditioning), yaitu dengan melakukan 

perubahan terhadap sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) tanpa 

menambah sisa pokok kewajiban anggota. Penyelesaian pembiayaan 

bermasala yang diterapkan oleh BMT Assyafiiyah kotagajah sudah 

sesuai dengan peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020. Penyelesaian 

pembiayaan bermasalah pada BMT Assyafiiyah Kotagajah dalam 

penerapannya sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu : 1) 

Al-Sulh (perdamaian); 2) At-Tahkim(Arbutrase); 3) Al-Qadha 

(Peradilan) 

Kata Kunci : Pembiayaan Bermasalah, Restrukturisasi, Ekonomi 

Islam, COVID-19 
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ABSTRACT 

 

The Covid-19 pandemic has had a negative impact on the 

Indonesian state from the real sector as well as the non-real sector. In 

the real sector itself, this pandemic has an impact on MSMEs, daily 

workers, private schools, etc. Meanwhile, in the non-real sector, one 

of which has an impact on Islamic Banking. The Financial Services 

Authority issued OJK regulation Number 11/POJK.03/2020 for 

national economic recovery aimed at the real sector so that customers 

affected by the COVID-19 pandemic are able to fulfill their financing 

obligations. From the emergence of OJK regulation Number 

11/POJK.03/2020, it is hoped that it can help customers/members who 

have difficulty fulfilling their obligations to financial institutions. 

This study uses a descriptive type of field research using primary 

and secondary data sources, in addition, the data collection method in 

this study uses interviews and documentation. And the data analysis 

method in this research is descriptive qualitative analysis. 

The results of this study indicate that the strategy for solving 

problematic financing for MSMEs at BMT Assyafiiyah Kotagajah is 

carried out in the following stages, namely 1) conducting intensive 

billing, by contacting members via telephone and visiting members, 2) 

Giving warning letters or reprimands, the BMT will issue a warning. 

and giving SP I to III, 3) Rescheduling, namely the extension of the 

maturity time for members, 4) Reconditioning, namely by making 

changes to part or all of the conditions (requirements) without adding 

to the remaining principal obligations of the members. The settlement 

of problematic financing implemented by BMT Assyafiiyah Kotagajah 

is in accordance with OJK regulations Number 11/POJK.03/2020. 

The settlement of problematic financing at BMT Assyafiiyah 

Kotagajah in its application is in accordance with Islamic economic 

principles, namely: 1) Al-Sulh (peace); 2) At-Tahkim(Arbutration); 3) 

Al-Qadha (Justice) 

Keywords: Problem Financing, Restructuring, Islamic Economy, 

COVID-19 
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MOTTO 

 

                           

      

Artinya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah 

tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu 

bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu 

mengetahui(-nya). (QS. Al-Baqarah (2) : 280) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul  

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari 

pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang 

berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca, maka perlu 

adanya penjelasan dengan memberikan arti dari beberapa istilah 

yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi 

ini adalah “Implementasi Kebijakan Rescheduling, 

Reconditioning, Dan Restructuring Sebagai Upaya 

Penyelesaian Pembiayaan UMKM Bermasalah Akibat 

Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam ( 

Studi Kasus Pada BMT Assyafi’iyah Kotagajah). 

Adapun beberapa istilah yang terdapat pada judul dan 

perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi Kebijakan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, sedangkan 

kebijakan adalah kepandaian, kemahiran atau 

kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi 

garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu 

pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang 

pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-

cita, tujuan prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman 

untuk manajemen sebagai usaha mencapai sasaran. 
1
 

 

2. Rescheduling yaitu jadwal pembayaran kewajiaban 

anggota. Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan 

                                                             
1“Kamus Besar Bahasa Indonesia “ (On-line) tersedia di http//kbbi.web.id , 

diakses pada tanggal 31 januari 2021 pukul 14.03 



 
 
2 

bank untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan 

membuat penjadwalan kembali.
2
  

 

3. Roconditioning yakni merupakan usaha pihak bank untuk 

menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan cara 

melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh 

kondisi (persyaratan) tanpa menambah sisa pokok 

kewajiban nasabah yang ahrus dibayarkan kepada bank.
3
 

 

4. Restructuring Merupakan usaha penyelamatan pembiayaan 

yang terpaksa dilakukan bank syariah dengan cara 

mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari 

pembiayaan.
4
 

 

5. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau yang 

dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian 

pembiayaan atau perjanjian lain antara pihak pemberi biaya 

(bank, perusahaan, atau perorangan) dengan pihak debitur 

(penerima pembiayaan).
5
 

 

6. UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 

atau besar.
6
 

 

7. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 

sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 

                                                             
2 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2012), 448. 
3 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank 

Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 83. 
4 Ibid. 
5 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis , Menata Bisnis Modern Di Era 

Globalisasi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 111. 
6 Hamdani, Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih 

Dekat (Jawa Timur: Uwais Inpirasi Indonesia, 2019),2. 
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7
covid-19 banyak memberi dampak diberbagai sektor, tak 

terkecuali sektor perbankan, salah satunya adalah banyak 

pembiayaan bermasalah yang terjadi pada saat covid-19 

melanda. 

8. Ekonomi islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan 

cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi, serta kegiatan 

lain dalam rangka mencari ma‟isyah (kehidupan individu 

atau kelompok) sesuai dengan ajaran Islam ( Al-Qur‟an dan 

al- Hadist).
8
 

 

B. Latar Belakang 

Dunia bisnis, merupakan dunia yang paling ramai 

dibicarakan di berbagai forum,baik yang bersifat nasional 

maupun internasional. Ramainya pembicaraan masalah ini 

disebabkan karena salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara 

adalah dari kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari 

kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis. Sistem keuangan pada 

prinsipnya merupakan kumpulan pasar, institusi, peraturan-

peraturan dan teknik-teknik dimana surat-surat berharga 

diperdagangkan, tingkat bunga ditentukan, dan jasa-jasa 

keuangan dihasilkan serta ditawarkan keseluruh bagian dunia. 

Tugas utamanya  adalah mengalihkan  dana dari penabung 

kepada peminjam untuk kemudian digunakan membeli barang-

barang dan jasa-jasa, disamping untuk investasi, sehingga 

ekonomi dapat tumbuh dan standar hidup menigkat. Karena itu, 

sistem keuangan memiliki peran yang sangat prinsipil dalam 

perekonomian dan peradaban.
9
 

Ekonomi adalah salah satu faktor tertpenting dalam 

kehidupan manusia. Dapat dipastikan kehidupan manusia tidak 

pernah terlepas dari kegiatan ekonomi. Dengan adanya ekonomi 

                                                             
7 Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) Dalam 

Pandangan Islam,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 7, no. 6 (2020): 

557, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247.  
8 Abdul Azis, Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2008), 3. 
9 Husein Umar, Bussiness An Introducation, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2003), 170. 
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dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Namun, dengan adanya pandemi COVID-

19, banyak hal yang dirugikan dan sangat terasa dampaknya 

pada kegiatan ekonomi dimana didalamnya banyak kegiatan 

ekonomi yang terganggu dan berakibat ke semua lembaga 

perekonomian. Kegiatan ekonomi yang sedang berkembang 

saat ini salah satunya adalah usaha keuangan, usaha keuangan 

dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak dibidang keuangan 

atau yang sering kita sebut dengan lembaga keuangan. Kegiatan 

utama lembaga keuangan adalah membiayai permodalan suatu 

bidang usaha disamping usaha lain, seperti menampung uang 

yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya, selain 

itu kegiatan lainnya lembaga keuangan tidak terlepas dari jasa 

keuangan. Lembaga keuangan yang sedang berkembang saat ini 

adalah perbankan. Perbankan adalah suatu lembaga yang 

melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu, menerima simpanan 

uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Dalam 

sejarah perekonomian kaum muslim, fungsi-fungsi tersebut 

adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk 

kepentingan konsumsi(qardh) dan menginvestasikan uang 

untuk kepentingan bisnis (mudharabah dan musyarakah) serta 

melakukan pengiriman uang dan tukar-menukar uang (al-

sharf).10
 

 

Coronavirus Disease 2019 atau disebut COVID-19 

adalah penyakit menular yang menyebabkan penyakit paru-paru 

serius. Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan ditiongkok 

pada november 2019. COVID-19 diketahui sebagai penyakit 

menular yang disebakan oleh virus baru dengan tingkat 

persebaran sangat cepat. Penyebabnya yang sangat cepat dan 

mematikan, sehingga jumlah penambahan kasus positif covid, 

jumlah pasien meninggal dunia, dan jumlah pasien sembuh dari 

covid mengalami kenaikan. Penyebaran covid-19 telah meluas 

dan berdampak pada segala aspek keidupan, dan yang paling 

                                                             
10 Andrianto, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: QIARA MEDIA, 

2019), 3. 
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terdampak paling besar adalah aspek ekonomi. Pandemi 

COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap 

perkembangan ekonomi dunia. COVID-19 adalah tantangan 

bagi dunia bisnis, termasuk industri jasa keuangan perbankan. 

Bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga 

intermediasi atau perantara keuangan yang mempertemukan 

antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarkat yang 

kekurangan dana dituntut untuk dapat berinteraksi dengan orang 

banyak. Namun disisi lain, ancaman terhadap paparan COVID-

19 menjadi tantangan bagi lembaga perbankan. Berbagai 

kebijakanpun dikeluarkan perbankan untuk tetap dapat bertahan 

ditengah pandemi COVID-19.
11

 

Dalam menghadapi wabah COVID-19 dari sisi ekonomi, 

pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi sektor 

perbankan, dimana perbankan menyelenggarakan restrukturisasi 

pembiayaan yang terkena dampak wabah COVID 19. Kebijakan 

restrukturisasi pembiayaan ini adalah cara yang sangat tepat, 

karena dengan adanya restrukturisasi pembiayaan yang 

dilakukan oleh bank maka bank bisa menjaga kedudukannya 

sebagai lembaga financial intermediary system. 

 

Pemerintah sebagai regulator ekonomi mempunyai peran 

penting dalam menetapkan kebijakan penyelamatan ekonomi 

masyarakat karena dampak pandemi COVID-19. Kebijakan 

dalam konsep ekonomi islam terdapat pada ayat al-quran Q.S 

Al-Baqarah 280 : 

                        

        

 

 

                                                             
11 Mardhiyatur Rosita Ningsih and Muhammad Syarqim Mahfudz, 

“Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: 
Analisis Komparatif,” jurnal ekonomi dan management, Vol 2, no. 1 (2020): 1–10, 

https://doi.org/10.46918/point.v2il.576. 
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Artinya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, 

berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. 

Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu 

apabila kamu mengetahui(-nya). (QS. Al-Baqarah (2) : 280) 

 Apabila orang yang berutang tidak sanggup melunasi, maka 

berilah dia waktu penangguhan sampai Allah memudahkan 

rizkinya seingga dia dapat membayar harta kalian kepada 

kalian. Apabila kalian membiarkan semua utang tersebut atau 

sebagian dan menggunggurkan utang itu dari orang yang 

berutang, maka itu lebih utama bagi kalian, jika kalian 

menyadarai keutamaan sikap tersebut dan sesunggunya 

tindakan tersebut lebih baik bagi kalian didunia dan akhirat.
12 

Kondisi kesulitan ekonomi masyarakat karena dampak 

pandemi covid-19, dan respon pemerintah sebagai upaya 

mengatasi krisis keuangan pada kondisi pandemi, dengan 

mengeluarkan kebijakan regulasi atas pengaturan keuangan 

negara yang tertuang dalam peraturan OJK Nomor 

11/Pojk.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional 

sebagai kebijakan countterclycal dampak penyebaran 

coronavirus disease 2019. Dengan adanya peraturan tersebut, 

nasabah yang terkena dampak wabah COVID-19 akan 

mendaptakan keringanan berupa kelonggaran kredit, diharapkan 

dapat mengatasi masalah yang dihadapi para pengguna jasa 

keuangan sehinga mereka dapat keluar dari masalah keuangan. 

Kebijakan stimulus keuangan untuk memberikan ruang 

bagi masyarakat dan sektor jasa keuangan yang terdampak 

wabah COVID-19 adalah restrukturisasi kredit atau 

pembiayaan, OJK menerbitkan peraturan OJK  Nomor 

11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional 

sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona 

virus disease 2019, kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari : 

1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain 

hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau 

                                                             
12Tafsir web, “Surah Al-Baqarah 280”, Tafsirweb.com, 2018, 

https://tafsirweb.com/1046-surat-al-baqarah-ayat-280.html 
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bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain 

dengan plafon sampai dengan 10 miliar. 

2. Peningakatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar 

setelah di restrukturisasiselama masa berlakunya peraturan 

OJK ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank 

tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis 

debitur. 

Pemberian pembiayaan merupakan suatu usaha bank 

yang paling pokok, maka bank perlu memberikan penilaian 

terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan pinjaman serta 

merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk 

mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya, dengan 

adanya unsur resiko dan ketidak pastian ini maka diperlukan 

suatu pengamanan pembiayaan. Tujuan pengamanan ini adalah 

menghilangkan resiko atau setidak-tidaknya memperkecil 

resiko yang mungkin timbul. Oleh karna itu pihak bank perlu 

meningkatkan kwalitas pengamanan untuk setiap pembiayaan 

agar memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan macet
13

 

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang 

disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan 

pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Risiko yang 

terjadi dari peminjam adalah peminjam yang tertunda atau 

ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang 

telah dibebankan. Pembiayaan bemasalah ini dapat berupa 

pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debiturnya 

tidak memenuhi persyaratan yang diajanjikan, pembiayaan yang 

tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang 

memiliki potensi merugikan pihak kreditur.
14

 

Dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan ini juga tidak 

terlepas dari adanya permasalahan dimana ditemukannya 

nasabah yang dalam melaksanakan kewajiban pembayaran 

                                                             
13 Krisna Wijaya, Reformasi Perbankan Nasional Catatan Kolom Demi 

Kolom, (Jakarta: Harian Kompas, 2000), 98. 
14 Vina Anggiya, “Analisis Kebijakan Rescheduling, Dan Restrukturisasi 

Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, 2020), 32. 
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kembali angsuran tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad 

lalu dikarenakan munculnya wabah COVID-19 menjadikan 

banyak nasabah yang pada akhirnya tidak bisa memenuhi 

kewajibannya. Tidak terlaksannya kewajiban nasabah ini 

tentunya mengakibatkan permasalahan tunggakan pembiayaan 

yang disalurkakn oleh pihak bank. Adanya tunggakan tersebut 

pihak bank sebagai pemberi pembiayaan akan melakukan upaya 

menyelesaikan tunggakan tersebut.  

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mempunyai 

peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. 

Pada saat krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997, dimana 

banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan 

berhenti aktifitasnya, sektor UMKM terbukti lebih tangguh 

dalam mengahadapi krisis tersebut. Usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM) berkontribusi 50,62% terhadap PDB, 

97,2% terhadap penciptaan kesempatan kerja, dan 14,1 % 

terhadap penerimaan ekspor.
15

Untuk mengatasi persoalan yang 

dihadapi UMKM, banyak lembaga keuangan syariah yang 

memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang memiliki usaha 

bisnis yang berkembang dengan baik dan memiliki kemampuan 

untuk memenuhi kewajibannya di kemudian hari. 

Menurut survei Badan Pusat Statistik tahun 2020, sekitar 

69,02% UMKM mengalami kesulitan permodalan disaat 

pandemi Covid-19. Sementara, menurut laporan pengaduan ke 

kememkopUKM per oktober 2020, sebanyak 39,22% UMKM 

mengalami kendala sulitnya permodalan selama pandemi covid-

19. Data tersebut menunujukan bahwa bantuan permodalan bagi 

UMKM menjadi hal yang penting. Maka dari itu, pemerintah 

memberikan dukungan bagi UMKM dari sisi permodalan 

melalui program restrukturisasi.
16

 Sementara data kementrian 

koprasi dan UKM RI menyebutkan bahwa sekitar 116 juta 

orang atau 97,02% dari total jumlah orang yang berkerja 

disektor UMKM dan sekitar 37 ribu pelaku UMKM yang 

                                                             
15 http//depkop.go.id/berita informasi laporan tahunan hasil laporan 

kementerian koperasi dan ukm,2015, diakses pada 1 februari 2022 pukul 21.10 
16Kemenkeu, Pemerintah terus perkuat UMKM melalui berbagai bentu 

bantuan, www.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 31 jan 2022 pukul 19.24 

http://www.kemenkeu.go.id/
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terkena dampak covid-19 mengalami penurunan omset lebih 

dari 30%
17

. 

COVID-19 membawa dampak yang signifikan dalam 

dunia perbankan,  salah satu dampaknya nya yaitu pada 

pembiayaan pada UMKM ( Usaha Mikro Kecil dan Menengah).  

Pemerintah pun menyatakan bahwa restrukturisasi perlu 

dilakukan untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah pada 

pembiayaan UMKM, dan harus dilakukan dengan penuh 

tanggung jawab ,dan prinsip kehati-hatian serta dengan 

mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya 

penyalahgunaan dalam penerapan restrukturisasi 

BMT Assyifi’iyah Kotagajah adalah Lembaga Keuangan 

Mikro Syariah yang seluruh kegiatan operasionalnya 

berdasarkan prinsip syariah. BMT Assyafiyah kotagajah 

merupakan kantor pusat dari beberapa kantor cabang yang ada 

di indonesia. BMT Assyifi’iyah Kotagajah adalah lembaga 

keuangan syariah yang tidak terlepas dari suatu pembiayaan 

bermasalah seperti lembaga keuangan lainnya. BMT 

Assyafiiyah Kantor Cabang Kota Gajah merupakan salah satu 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah dibawah naungan koperasi 

yang sudah menerapkan peraturan baru mengenai restrukturisasi 

khususnya pada masa pandemi. 

Dalam menyalurkan pembiayaan BMT Assyifi’iyah 

Kotagajah juga mengalami berbagai kendala seperti 

pembiayaan bermasalah yang mana hal ini dapat meghambat  

kegiatan bank dalam menerima pendapatan atau pengembalian 

dana bank. Pembiayaan yang mengalami kemacetan pada BMT 

Assyafi’iyah Kotagajah adalah salah satunya pembiayaan pada 

UMKM, dikarenakan BMT Assyafi’iyah Kotagajah bertempatan 

dilokasi yang sangat strategis dimana dekat dengan pusat 

perekonomian di kecamatan Kotagajah, dekat dengan pasar, 

kantor, dan sekolah. 

                                                             
17 Bagong Suyanto “digitalisasi UMKM” Kontan.co.id, 2020, https://amp-

kontan-co-id.cdn.ampproject/digitalisasi-umkm/, diakses 22 april 2022 

https://amp-kontan-co-id.cdn.ampproject/digitalisasi-umkm/
https://amp-kontan-co-id.cdn.ampproject/digitalisasi-umkm/
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Berdasarkan data yang diperoleh di BMT Assyafiiyah 

Kotagajah jumlah pembiayaan UMKM mengalami peningkatan 

pada masa COVID-19. 

TABEL 1.1  

Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Assayafiiyah 

Kotagajah Tahun 2017-2021 

 

tahun 
Jumlah 

pembiayaan 
Pembiayaan 
bermasalah 

Nasabah 
pembiayaan 

Nasabah 

pembiayaan 
bermasalah 

NPF 
(%) 

2017 Rp. 9.600.000.000 Rp. 135.751.478 800 28 1% 

2018 Rp. 10.000.000.000 Rp. 110.291.498 950 20 1% 

2019 Rp. 10.500.000.000 Rp. 95.798.761 925 15 1% 

2020 Rp. 4.500.000.000 Rp. 189.840.500 400 35 4% 

2021 Rp. 6.700.000.000 Rp. 85.796.005 600 13 1% 

Jumlah Rp. 41.300.000.000 Rp. 617.478.242 3675 111   

Sumber Data : Data Primer diolah tahun 2022, BMT 

Assyafiiyah Kotagajah 

 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 

2020 NPF  pada pembiyaan UMKM mengalami peningkatan 

yang sangat signifikan, pada tahun sebelumnya hanya 1%  dan 

tahun 2020 naik menjadi 4%,  BMT Assyafiiyah memaparkan 

pada tahun 2020 jumlah jumlah nasabah pembiayaan 

bermasalah ada 35 orang, dan dapat dilihat pada tahun 2019 ada 

15 orang, hal tersebut menunujukan bahwa nasabah pembiayaan 

bertambah dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal ini 

dikarenakan COVID-19 menjadi faktor utama yang 

mempengaruhi  terjadinya peningkatan pembiayaan 

bermasalah/macet.  

Penelitian oleh vina Anggiya dengan judul “ Analisis 

kebijakan rescheduling dan restruturisasi dalam penyelesaian 

pembiayaan bermasalah (Studi Komparasi Bank BRI Kanwil 

Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar 

Lampung Diponegoro)” Dari hasil penelitian yang dilakukan, 
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bahwa pada kedua bank dari periode tahun 2015-2018 

pembiayaan bermasalah terus meningkat setiap tahunnya, tetapi 

masih dapat dikatakan normal karena dalam NPF belum 

mencapai 5%. Ini disebakan karena pada kedua bank telah 

memberikan kebijakan rescheduling dan restrukturisasi sesuai 

dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penanganan 

pembiayaan bermasalah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam 

yaitu mengutamakan prinsip kekeluargaan dan sistem 

musyawarah.  

Penelitian oleh vina Anggiya dijelaskan bahwa NPF 

belum mencapai 5% dan menggunakan rescheduling dan 

restrukturisasi sebagai alat penyelesaian pada penelitianya, lalu 

penyebab utama dari terjadinya pembiayaan bermasalah pada 

adalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor ekstrnal  bank, 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis Data 

pada tabel 1.1 menunjukan NPF tertinggi ada pada tahun 2020 

yaitu 4% , dan rescheduling, reconditioning, dan restructuring 

sebagai alat penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta faktor 

utama penyebab pembiayaan bermasalah dikarenakan oleh 

pandemi COVID-19 

Untuk menjaga pembiayaan tetap lancar dan 

meminimalisir pembiayaan macet, perlu dilakukanya 

penyelamatan pembiayaan bermasalah. Penyelamatan 

pembiayaan bermasalah merupakan serangkaian tindakan yang 

dapat dilakukan bank terhadap debitur bermasalah untuk dapat 

memperbaiki kinerja usaha debitur yang bersangkutan dan 

kualitas kreditnya. Tindakan yang dapat dilakukan bank dalam 

penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah dengan 

melakukan restrukturisasi, dengan cara Rescheduling, 

Reconditioning, dan Restructuring. Rescheduling adalah 

perubahan syarat pembiayaan hanya menyangkut jadwal 

pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang 

dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan.  

Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh 

syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal 

pembayaran, jangka waktu, penundaan pembayaran dan 
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persyaratan lainnya. Sedangkan restructuring adalah mengubah 

seluruh persyaratan pembiayaan berupa penambahan dana 

fasilitas pembiayaan, pelaksanaan konversi akad pembiayaan, 

konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka 

waktu menengah.
18

 

Dari uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk 

mengkomparasi kebijakan –kebijakan yang ada pada bank 

syariah pada penelitian yang berjudul “Implementasi 

Kebijakan Rescheduling, Reconditioning, Dan 

Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan 

UMKM Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam” 

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini terfokus pada topik tentang bagaimana 

implementasi kebijakan rescheduling, reconditioning, dan 

restructuring pada pembiayaan bermasalah. 

2. Subfokus Penelitian 

Peneliti akan mengkaji bagaimana upaya penyelesaian 

pembiayaan pada UMKM yang bermasalah pada masa 

pandemi COVID-19. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok 

pembahasan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan kebijakan 

rescheduling, reconditioning dan restructuring sebagai 

upaya penyelesaian pembiayaan UMKM bermasalah akibat 

pandemi COVID-19? 

2. Bagaimana implementasi pelaksanaan kebijakan 

rescheduling, reconditioning dan restructuring sebagai 

                                                             
18 Nurawali Khorunisa, “Implementasi Rescheduling, Reconditioning, Dan 

Restrukturing Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah” (Skrpsi : UIN 

Sunan Ampel, 2018), 37. 
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upaya penyelesaian pembiayaan UMKM bermasalah akibat 

pandemi COVID-19 menurut perspektif ekonomi islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Setiap Penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai yang 

hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian 

tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi pelaksanaan kebijakan 

rescheduling, reconditioning dan restructuring sebagai 

upaya penyelesaian pembiayaan UMKM bermasalah akibat 

pandemi COVID-19 

2. Untuk mendeskripsikan implementasi pelaksanaan kebijakan 

rescheduling, reconditioning dan restructuring sebagai 

upaya penyelesaian pembiayaan UMKM bermasalah akibat 

pandemi COVID-19 menurut perspektif ekonomi islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dimaksud dalam hal ini mencakup hal-

hal sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

keilmuan khususnya tentang kebijakan rescheduling, 

reconditioning, dan restructuring sebagai upaya 

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada UMKM 

Akibat Pandemi COVID-19. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi bank  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang bernilai dalam peran BMT Assyi‟fiah Kotagajah 

Pada pelaksanaan kebijakan rescheduling 

reconditioning dan restructuring pada masa pandemi 

dalam penyelesaian pembiayaan UMKM bermasalah 

b. Bagi penulis 

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan 

kemampuan berpikir ilmiah sistematis dan kemampuan 
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untuk menuliskan dalam bentuk karya ilmiah 

berdasarkan kajian kajian teori dan aplikasi yang 

diperoleh dari perbankan syariah. 

c. bagi pembaca 

Peran penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai kebijakan rescheduling 

reconditioning dan restructuring dalam penyelesaian 

pembiayaan UMKM bermasalah pada masa pandemi 

COVID-19. penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut dan 

referensi penelitian lainnya yang tertarik untuk 

mengembangkan tema serupa di masa yang akan 

mendatang. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara 

ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian 

sebelumnya. Meskipun rung lingkup hampir sama, namun 

karena beberapa variabel, objek, periode, waktu yang digunakan 

maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat 

dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ini 

beberapa ringaksan penelitian : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vina Anggiya yang 

berjudul “ Analisis kebijakan rescheduling dan 

restruturisasi dalam penyelesaian pembiayaan 

bermasalah”
19

 kesimpulannya yaitu memberikan 

penjelasan mekanisme rescheduling dan restrukturisasi 

dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah karena 

adanya kebijakan rescheduling dan restrukturisasi sesuai 

dengan standard operasional produk (SOP) dan 

penanganan pembiayaan bermasalah sesuai dengan 

prinsip ekonomi yaitu mengutamakan prinsip 

kekeluargaan dan sistem musyawarah.  

 

                                                             
19 Anggiya, “Analisis Kebijakan Rescheduling, Dan Restrukturisasi Dalam 

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.” 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizski Zalina Siregar 

dengan judul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan 

Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid -19 (Study Kasus 

Pt Btn Syariah Cabang Syariah Medan) "
20

 kesimpulannya 

adalah strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada 

masa Covid -19  di BTN Syariah Kantor Cabang Medan 

berpengaruh terhadap penurunan tingkat pembiayaan 

bermasalah pada masa Covid 19. Kemudian, kendala-

kendala yang ada dalam pelaksanaan penyelseaian 

pembiayaan bermasalah sudah ditemukan solusi untuk 

mengatasinya sehingga kedepannya diharapkan dalam 

menjalankan Strategi Penyelesaian 

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khotimah dan 

kasmiah  yang berjudul "Efektivitas penerapan kebijakan 

restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan 

bermasalahdi PT. Bank Muamalat Indonesia TBK KCP 

Kolaka " 
21

 hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan 

restrukturisasi di bank muamalat Tbk Kcp Kolaka 

berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan teori dan 

ketentuan yang ada. 

 

4. Penelitian dilakukan oleh Indah Eka Fitriana dengan 

judul "strategi pengembangan penanganan pembiayaan 

macet pada masa pandemi covid-19 di BMT Assalam 

KRAS"
22

 Kesimpulannya adalah menjelaskan strategi 

yang diambil oleh pihak PMT untuk menangani 

pembiayaan bermasalah penanganan yang dilakukan 

adalah dengan penjadwalan kembali atau rescheduling, 

                                                             
20 Riszki Zalina Siregar, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermaslah 

Pada Masa Pandemi Covid-19” (Skripsi : UIN Sumatra Utara, 2021). 
21 Husnul Khatimah Dan Kasmiah, “Efektivitas Penerapan Kebijakan 

Restrukturisasi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Di Pt. Bank Muamalat 

Indonesia Tbk, Kcp Kolaka,” Ekonomi Bisnis Syariah 3 (2020): 304. 
22 Indah Eka Fitriana, “Strategi Pengembangan Penanganan Pembiayaan 

Macet Pada Masa Pandemi COVID-19” (Skripsi :IAIN Tulung Agung, 2020). 
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persyaratan kembali reconditioning dan restrukturing atau 

penataan kembali.  

 

5. Penelitian dilakukan oleh Rusydah Bariroh, Ahmad 

Mukhlisuddin
23

 “Implementasi Rescheduling, 

Reconditioning, dan Restrukturing sebagai upaya 

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi 

covid-19 di BRI Syariah KCP Mojosari”  hasil dari 

penelitian menunujkan bahwa implemetasi rescheduling, 

reconditioning, dan restrukturing dilakukan sejak nasabah 

masuk kedalam kategori kolektibiltas 2 atau dalam 

perhatian khusus, penyebab nasabah melakukan 

restrukturisasi karena mengalami penurunan omset atau 

pendapatan karea terdampak covid. 

Keterkaitan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

sebelumnya adalah sama sama mengamati  kebijakan yang 

digunakan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada 

lembaga keuangan, dan pada penelitian sebelumnya 

menunjukan bahwa kebijakan yang diterapkan mereka untuk 

mengatasi pembiayaan bermasalah memberikan dampak yang 

cukup baik untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah  penelitian sebelumnya hanya meneliti dan membahas 

salah satu kebijakan yang diterapkan oleh bank dengan variabel 

yang berbeda beda dengan metode yang digunakan berupa 

metode kualitatif dan kuantitatif, sedangkan penulis meneliti 

membahas tentang ketiga kebijakan yakitu Rescheduling, 

Rescheduling, Reconditioning dalam pembiayaan UMKM  

bermasalah pada masa COVID-19 secara khusus dan 

menghubungkannya dengan prespektif Ekonomi Islam,  3 cara 

tersebut cukup efektif dalam menangani pembiayaan 

                                                             
23  Rusydah Bariroh, Ahmad Mukhlisuddin ” Implementasi Rescheduling, 

Reconditioning, dan Restrukturing sebagai upaya penyelesaian pembiayaan 
bermasalah pada masa pandemi covid-19 di BRI Syariah KCP Mojosari” Jurnal 

Ekonomi Syariah, Vol.7. no 1 (2022): http://doi.org/10.37058/jes.v7i1.3543 
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bermasalah pada BMT Assyafi‟iyah Kotagajah, periode yang 

digunakan adalah tahun 2020-2021. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data valid dengan tujuan dapat dibuktikan 

dengan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga 

dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi dan 

manajemen. 

1. Sifat dan Jenis Penelitian 

a. Sifat Penelitian 

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriftif 

kualitatif. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif 

adalah metode penelitian yang dapat digunakan untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal 

dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Proses 

penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting 

seperti: mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, 

mengumpulkan data yang spesifik dari para informan 

atau partisipan.
24

 

b. Jenis penelitian 

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian 

lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah 

metode untuk menemukan secara spesifik dan realis 

tentang apa yang sedang terjadi pada suatu keadaan 

ditengah-tengah kehidupan masyarakat.  

 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

                                                             
24 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif ,(Surakarta: Farida 

Nugrahani, 2014), 25. 
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untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik 

kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan BMT Assyafi‟iyah Kotagajah dan 48 anggota 

pembiayaan pada BMT Assyafi‟iyah Kotagajah. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Sampel merupakan bagian dari jumla dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempeajari 

semua yang ada dipopulasi. Teknik pengambilan 

sampel pada penelitian ini adalah adala teknik 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan 

tertentu. Sampel dari penelitian ini adalah karyawan 

BMT Assyafi‟iyah Kotagajah bagian marketing dan 

nasaba yang melakukan pembiayaan UMKM. 

Adapun kriteria pada sampel penelitian ini adalah 

sebagai berikut  

1. Anggota yang melakukan pembiayaan UMKM 

pada tahun 2020-2021. 

2. Anggota yang melakukan pembiayaan dengan 

nominal diatas Rp. 10.000.000,-  

3. Anggota dengan umur  30- 50 tahun. 

Berdasarkan kriteria diatas sampel pada penelitian ini 

berjumlah 6 orang nasabah. 

 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua 

sumber data : 

a. Data primer yaitu data pokok yang diperoleh dari 

lapangan secara langsung. Dalam penelitian ini, data 

primer diperoleh dari wawancara di BMT 

Assyafi’iyah Kotagajah. Data primer yang akan 

dibutuhkan dalam  penelitian ini adalah:  

1) Hasil wawancara pada Pegawai BMT 

Assyafi’iyah Kotagajah. 
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b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan anatara lain mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian 

terdahulu dan sebagainya. Data sekunder yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah : 

1) Literatur berupa buku-buku yang mendukung 

penelitian.  

2) Literatur berupa jurnal-jurnal yang mendukung 

penelitian.  

3) Dokumen yang berada yang ada di BMT 

Assyafi‟iyah berupa data data nasabah yang 

bermasalah. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan 

metode metode sebagai berikut : 

a. Metode Observasi  

Metode observasi adalah pengamatan atas 

perilaku manusia, atau lingkungan, alam, budaya, 

keyakinan yang memilki dampak kepada kehidupan 

manusia. Observasi dilaksanakan dengan cara 

peneliti melibatkan kegiatan yang dilakukan oleh 

subjek. Dalam penelitain ini penulis melakukan 

observasi secara langsung dengan turun kelapangan 

untuk melihat dan mengetahui analisis penerapan. 

 

b. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu kumpulan data 

variabel yang berbentuk tulisan. Sedangkan dalam 

definisi lain metode dokumentasi yang mecari data 

mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan 

dengan masalah variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, buku langger. Dengan demikian, maka 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

metode dokumentasi adalah suatu metode yang 
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digunakan untuk mengumpulkan data –data yang 

diperlukan dengan melalui catatan tertulis. 

 

c. Metode Wawancara  

Metode wawancara adalah percakapan tanya 

jawab dalam penelitian yang langsung secara lisan, 

antara dua orang tau lebih yang duduk secara fisik 

mendengarkan langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan dan diarahkan suatu masalah. 

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah jenis 

wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang 

membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan 

secara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan 

yang tidak dibatasi jawabannya dengan manager, 

karyawan dan nasabah pembiayaan BMT 

Assyafi‟iyah Kotagajah. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumsentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, meyusun kedalam 

pola, memlilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri dan orang lain. Kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan dalam mengolah data yang telah didapatkan dari 

penelitian yang dilakukan dilapangan adalah
25

 : 

a. Data collection (pengumpulan data) 

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah 

pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif 

pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi). 

                                                             
25 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung: Alfabeta, 2021), 132. 
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Pada taap awal peneliti melakukan penjelajahan secara 

umum terdapat situasi sosial/objek yang diteliti, semua 

yang dilihat dan didengar direkam semua dengan 

demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat 

banyak dan sangat bervariasi 

b. Data reduction (redaksi data) 

Memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut. Penyajian data pada judul ini 

mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting 

dicari tema dan polanya lalu membuang yang tidak 

perlu. Dengan demikian data yang telah diredaksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mepermudahkan penelitian untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 

c. Data display (penyajian data) 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan 

sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dikaji. Penyajian data pada penelitian ini yaitu 

kolektibilitas pembiayaan bermasalah yang terdiri dari 

kurang lancar, diragukan, dan macet pada tahun 2020-

2021 dan kebijakan yang telah dilakukan BMT 

Assyafi‟iyah Kotagajah guna menangani pembiayaan 

bermasalah pada UMKM. 

d. Conclusion drawing (penarikan kesimpulan) 

penarikan kesimpulan dalam penelitian ini untuk 

menjawab rumusan masalah yang dirumusakan terkait 

dengan pembiayaan bermasalah pada UMKM dengan 

menyajikan penyebab pembiayaan bermasalah pada 

UMKM, mekanisme kebijakan rercheduling, 

reconditioning, dan restructuring sebagai upaya 
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penyelesaian pembiayaan bermasalah pada UMKM 

pada masa pandemi COVID-19, serta kesesuaian 

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan 

kebijakan yang telah dilakukan oleh pihak BMT 

assayafi‟iyah Kotagajah. 

 

I. SISTEMATIKA PENULISAN  

Sistematika penulisan skripsi ini disusun guna 

mempermudah penulisan skripsi. Sitematika penulisan skripsi 

ini disusun dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari 

beberapa sub sub. Sitematika penulisan merupakan uraian 

secara garis besar mengenai  hal-hal pokok yang akan dibahas, 

untuk mempermudah dalam memahami dan melihat hubungan 

antara bab satu dengan lainnya, maka disusun sistematika 

pemabahasan sebagai berikut :    

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab pertama dikemukakan 

pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari penegasan judul, 

alasan memilih judu, latar belakang, identifikasi dan batasan 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode 

analisis data, sistematika pemabahasan.    

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab kedua dikemukakan 

landasan teori yang di dalamnya menjelaskan berkaitan dengan 

pembahasan teori-teori yang digunakan sebagai dasar dari 

penelitian dan kerangka berfikir penelitian.    

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN, dalam bab 

ketiga yaitu menjelaskan mengenai gambaran umum objek 

penelitian, panyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh 

pada saat penelitian dalam hal ini adalah Implementasi 

Kebijakan Rescheduling, Reconditioning, Dan Restructuring 

Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan UMKM Bermasalah 

Akibat Pandemi COVID-19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

( Studi Pada Bmt Assyafi‟iyah Kotagajah) 
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BAB IV ANALISIS PENELITIAN, dalam bab keempat 

dikemukakan mengenai analisis data penelitian, dan temuan 

penelitian yang diperoleh pada saat penelitian melalui 

wawancara dengan pegawai bank dan nasabah pembiayaan 

dalam Implementasi Kebijakan Rescheduling, Reconditioning, 

Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan 

UMKM Bermasalah Akibat Pandemi COVID-19 Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Pada Bmt Assyafi‟iyah 

Kotagajah) 

 

BAB V PENUTUP, dalam bab lima merupakan bab penutup, 

dimana menjelaskan  mengenai kesimpulan dan rekomendasi. 

Kesimpulan dalam penelitian ini berisi pernyataan singkat 

peneliti tentang hasil penelitian berdasarkan pada analisis data 

dan temuan penelitian. Rekomendasi dalam penelitian ini 

mengemukakan rekomendasi tentang perlunya penelitian 

lanjutan dan analisis temuan penelitian temuan penelitian 

tersebut dalam pemecahan masalah praktis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Grand Teori 

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori 

stewardship. Teori stewardship adalah teori yang dicetuskan 

oleh Donaldson dan Davis, teori ini menggambarkan situasi 

dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan 

individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka 

untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai 

dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para 

eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai 

keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan 

meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai 

sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti 

untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan 

sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara 

terbaik pada principalnya.
26

 

Implikasi teori stewardship pada penelitian ini adalah 

didasarkan hubungan kepercayaan antara pemilik dana 

(shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Pemilik dana 

memberikan kepercayaan kepada pengelola dana untuk 

mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat 

produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan 

hidup. Pengelola dana harus bersifat amanah (dapat dipercaya) 

serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola 

usaha tersebut, meskipun pengelola dana tidak akan 

menanggung risiko jika usaha tersebut mengalami kerugian.
27

 

                                                             
26 Slamet Riyadi and Agus Yulianto, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, 

Pembiayaan Jual Beli, Financing Deposit to Ratio (FDR) Dan Non Performing 

Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia,” 

Acounting Analysis Journal , Vol. 3, no. 4 (2014): 466–474, 
http://doi.org/10.15294/aaj.v3i4208.. 

27 Gladi Rosida, “Determinan Non Performing Financing Pada Perbankan 

Syariah Di Indonesia” (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018), 34. 
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Teori stewardship dalam penelitian ini digunakan untuk 

menjelaskan hubungan kepercayaan antara bank syariah yang 

memberikan pembiayaan murabahah terhadap nasabah sehingga 

bank dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap 

anggota. Apabila bank syariah dapat memberikan pelayanan 

yang optimal terhadap nasabah dan memiliki produk 

pembiayaan serta layanan produk simpanan yang dipersepsikan 

aman, bermanfaat dan menarik bagi nasabah maka potensi dana 

pihak ketiga yang terdapat di masyarakat dapat dimanfaatkan 

secara optimal bagi kegiatan operasional bank syariah dan dapat 

meningkatkan komposisi penyaluran pembiayaan murabahah, 

semakin banyak pembiayaan murabahah yang disalurkan maka 

tingkat perolehan margin murabahah juga akan meningkat. 

Kepercayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah 

mempunyai harapan agar nasabah bertindak sesuai dengan 

tujuan bersama yang dibuat diawal akad pembiayaan sehingga 

bank syariah ataupun nasabah dapat memperoleh keuntungan. 

Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan 

akan menjadi pendapatan dan akan meningkatkan laba bank 

syariah sehingga kinerja keuangan dari bank syariah akan 

meningkat. 

 

B. Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) 

1. Pengertian BMT 

BMT adalah kependekan kata dari Balai Usaha 

Mandri atau Baitul Mal Wat Tamwil, yaitu lembaga 

keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan 

prinsip-prinsip syariahBaitul Mal Wat Tamwil adalah 

balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt 

al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan 

usaha-isaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan 

kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung 

dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain 

itu baitul mal wat tamwil juga bisa menerima titipan 
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zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai 

dengan peraturan dan amanatnya.
28

 

Dengan demikian keberadaan BMT dapat 

dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai 

media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti 

zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula 

berfungsi sebagai insitusi yang bergerak di  bidang 

investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya 

bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain 

berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga 

berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga 

keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari 

masyarakat (Anggota BMT) yang mempercayakan 

dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat (Anggota BMT) yang diberikan pinjaman 

oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT 

berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola 

kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian. 

2. Fungsi BMT  

BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi 

utama, yaitu
29

 : 

a. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), 

melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha 

produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas 

ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara 

lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang 

pembiayaan kegiatan ekonomi. 

b. Baitul mal (rumah harta), menerima titipan zakat, 

infak, dan sedekah serta mengoptimalkan 

distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. 

                                                             
28 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: 

Kencana, 2009), 469. 
29 Ibid,. 470. 
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Selain fungsi utama di atas, BMT juga mempunyai fungsi lain, 

diantaranya : 

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, 

mendorong, dan mengembangkan potensi serta 

kemampuan ekonomi anggota, kelompok muamalah 

(pokusma) dan kerjanya. 

b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan pokusma 

menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin 

utuh dan tangguh mengahadapi tantangan global. 

c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. 

Selain itu juga, BMT berfungsi sebagai perantara keuangan, 

yaitu: 

a. Menjadi perantara keuangan antara mudhorib dan saibul 

maal,terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, 

infak, sedekahdan lain-lain. 

b. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik 

sebagaipemodal maupun penyimpan, dengan dana untuk 

pengembanganusaha produktif.
30

 

 

3. Prinsip – prinsip utama BMT 

Dibawah ini merupakan prinsip prinsip utama dari BMT : 

a. Keiman dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan 

mengiplementasikan prinsip-prinsip syariah dan 

muamalah islam kedalam kehidupan nyata. 

b. Keterpaduan (kaffah) dimana nilai-nilai spiritual 

berfungsi mengarahkan dan menggerakan etika dan 

moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan 

berakhlak mulia. 

c. Kekeluargaan (koperaktif) 

d. Kebersamaan  

                                                             
30 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta: 

UII Press, 2004), 126. 
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e. Kemandirian 

f. Profesionalisme 

g. Istiqamaah, konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa 

henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu 

tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah 

SWT berharap. 

BMT dalam kegiatan operasionalnya menggunakan 

prinsip bagi hasil,  sistem balas jasa, sistem profit, dan akad 

bersyarikat. Masing-masing akan di uraikan sebagai berikut : 

1) Prinsip bagi hasil  

Prinsip ini maksudnya ada pembagian hasil dari pemberi 

pinjaman dengan BMT yakni dengan konsep Imudharobah, 

muraza‟ah dan almusaqah.  

2) Sistem balas jasa  

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam 

pelaksanaannya. BMT mengangkat nasabah sebagai agen 

yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama 

BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan 

menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah 

mark up. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada 

penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain 

berprinsip pada ba‟i al-murabahah, ba‟s salam, ba‟i al-

istishna dan ba‟i bitstaman ajil. 

3) Sistem profit 

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan 

ini  merupakan pelayanan yang berbersifat sosial dan non 

komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok 

pinjaman pokok saja.  

4) Akad bersyarikat  

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau 

lebih dan masing - masing pihak mengikutsertakan modal ( 

dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian asing pembagian 
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keuntungan/ kerugian yang harus disepakati. Konsep yang 

digunakan yaitu musyarakah dan mudharabah.
31

 

 

C. Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan   

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan  

uang yang telah diberikan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
32

 

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan 

hokum Islam antara lembaga keuangan dan pihak lain untuk 

menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau 

kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syari‟ah. 

Pembiayaan ini menurut istilah adalah pembiayaan 

dengan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan dengan 

prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual-beli 

barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau 

pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni 

tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pemindahan 

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak lain (ijarah 

wa iqtina).
33

 

2. Jenis-jenis Pembiayaan 

  Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi 

beberapa macam antara lain: 

a) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan. 

b) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya. 

c) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha. 

d) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan. 

                                                             
31 Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 2014), 24. 
32Edy Wibowo, Mengapa Memilih Bank Syariah, 47. 
33Rahmad Firdaus dan Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank 

Umum, (Bandung: Alfabeta, 2011), 3. 
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e) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.
34

 

3. Dasar Hukum Pembiayaan  

a. Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan 

bahwa Mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha 

antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib 

al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak 

kedua („amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku 

pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka 

sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. 

b. Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan 

bahwa akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna 

(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu 

tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 

c. Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 yang menyatakan 

Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau 

Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal 

salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan 

pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya Syarik 

adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah 

(musyarakah). Hishshah adalah porsi atau bagian syarik 

dalam kekayaan musyarakah yang bersifat musya‟. d. 

Musya‟ adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan 

musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat 

ditentukan batas-batasnya secara fisik. 

4. Unsur-unsur Pembiayaan 

 Unsur-Unsur pembiayaan terdapat beberapa macam, 

yaitu: 

a) Adanya pihak yang memberi pinjaman (kreditur). 

b) Adanya pihak yang meminjam (debitur). 

c) Adanya obyek yang dipinjamkan. 

d) Adanya unsur perjanjian. 

e) Adanya batar waktu tertentu. 

f) Adanya unsur kesepakatan dalam perjanjian.
35

 

                                                             
34Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), 113. 
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5. Fungsi Pembiayaan 

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan 

oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, 

diantaranya:
36

 

a) Meningkatkan daya guna uang  

Penabung menyimpan uangnya di bank dalam 

bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam 

persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank 

untuk suatu usaha peningkatan produktivitas. Para 

pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk 

memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk 

peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-

usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada 

dasarnya, melalui pernbiayaan terdapat suatu usaha 

peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Jadi dana 

yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para 

penyimpan uang) tidaklah diam) dan disalurkan untuk 

usaha-usaha yang bermanfaat, baik dimanfaatkan bagi 

pengusaha maupun dimanfaatkan bagi masyarakat.
37

 

b) Meningkatkan daya guna barang  

1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat 

memprodusi bahan mentah menjadi bahan jadi 

sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, 

misalnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra 

dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng, 

peningkatan utility dari padi menjadi beras, benang 

menjadi tekstil dan sebagainya. 

2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat 

memindahkan barang dari suatu tempat yang 

kegunaannya kurang ke tempat yang lebih 

bermanfaat. 

c) Meningkatkan Peredaran uang  

                                                                                                                                   
35Faisal Abdullah, Manajemen Perbankan, (Malang: UMM Press, 2004), 84. 
36Ismail, Perbankan Syariah, 113. 
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Pembiayaan yang disalurkan via rekening koran 

pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang 

giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, 

promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran 

uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh 

karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan 

berusaha sehingga uang akan bertambah baik kualitatif 

apalagi secara kuantitatif. 

d) Menimbulkan kegairahan berusaha  

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu 

melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk 

memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan 

dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi 

peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan 

peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan 

manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu 

pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan bank 

untuk memperoleh bantuan permodalan guna 

peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang 

diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang 

digunakan untuk memperbesar volume usaha dan 

produktivitasnya. 

Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran 

maka terhadap segala macam dan ragamnya usaha, 

permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat 

telah memulai melakukan penawaran. Timbullah 

kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya 

permintaan sehingga secara berantai kemudian 

menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan 

masyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan 

produktifitas. Secara otomatis kemudian timbul pula 

kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan 

produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir 

kekurangan modal oleh karena masalahnya dapat diatasi 

oleh bank dengan pembiayaannya. 
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6. Manfaat Pembiayaan  

 Pembiayaan yang disalurkan bank syariah 

memberikan manfaat bagi bank sendiri, debitur/nasabah, dan 

pemerintah. Menfaat bagi bank berupa pendapatan margin 

keuntungan atau bagi hasil sesuai akad pembiayaaan yang 

diperjanjikan sebelumnya antara bank syariah dan debitur, 

peningkatan profitabilitas bank, serta kegiatan pembiayaan 

dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai bank 

dalam memahami rinci aktivitas usaha para debitur di 

berbagai sektor usaha.
38

 

 Manfaat pembiayaan bagi debitur yaitu terpenuhinya 

kebutuhan pada saat yang diperlukan dengan pengembalian 

dana beberapa waktu kemudian, meningkatkan usaha 

debitur, dan murahnya biaya yang diperlukan untuk 

pembiayaan. Selain itu, jangka waktu pembiayaan yang 

disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan 

debitur membayar kembali pembiayaannya.
39

 

Manfaat pembiayaan bagi pemerintah adalah sebagai 

alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil karena uang 

di bank tersalurkan kepada pihak pelaku usaha, juga sebagai 

pengendali moneter. Pembiayaan dapat menciptakan 

lapangan kerja baru, penyerapan jumlah tenaga kerja mampu 

menngkatakan pendapatan masyarakat yang kemudian akan 

meningkatkan pendapataan negara.  

7. Analisis Pembiayaan 

 salah satu aspek penting dalam perbankan syariah 

adalah proses pembiayaan yang sehat. Yang dimaksud 

dengan proses pembiayaan yang sehat adalah proses 

pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal baik 

serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan, 

atau bahkan lebih. Pada bank syariah, proses pembiayaan 

yang sehat tidak hanya berimplikasi kondisi bank yang sehat  

                                                             
38Ismail, Perbankan Syariah, 110. 
39Ibid., 111. 
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akat tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor 

rill yang dibiayai.
40

 

 Salah satu usaha bank agar kondisi bank tetap sehat 

dan terus adanya peningkatan kinerja pada sektor rill yaitu 

dengan analisis pembiayaan. Adapun manfaat dari analisis 

pembiayaan adalah untuk mengurangi resiko pembiayaan 

bermasalah (Non Perfoming Financing) yang nantinya akan 

berpengaruh kepada kesehatan dan kinerja bank. 

Analisis pembiayaan adalah kegiatan yang menelaah 

aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang 

akan dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar 

dan objektif dapat diberikan.
41

 

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk 

menyakinkan pihak manajemen apakah nasabah mempunyai 

kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pada 

bank secara baik. Penilaian dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan 5C+1S Analisis, yaitu: 

a. Character (Kepribadian) 

 Character merupakan sifat atau watak seseorang. 

Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan 

pembiayaan harus dapat dipercaya. Kegunaan dari 

penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui 

sejauh mana kemampuan nasabah dalam memenuhi 

kewajibannya (willingness to pay) sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati.
42

 

b. Capital (Modal) 

 Capital digunakan untuk melihat pengguna apakah 

efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan 

(neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan 

melakukan pengukuran seperti segi likuiditas dan 

solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital 

                                                             
40Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: 

Zikrul Hakim, 2003), 138. 
41Gita Danupranata, Manajemen Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2013), 121. 
42Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 

118. 
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juga harus dianalisis dari sumber mana saja modal yang 

ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang 

digunakan untuk membiayai modal usaha yang akan 

dijalankan, beberapa modal sendiri dan beberapa modal 

pinjaman.
43

 

c. Capacity (Kemampuan) 

 Capacity adalah analisis untuk mengetahui 

kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman.
44

 Dari 

penilaian ini dapat terlihat kemampuan nasabah dalam 

mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan 

latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini 

dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat 

kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang 

sering disebut dengan capability.
45

 

 

d. Collateral (Jaminan) 

 Collateral adalah jaminan oleh nasabah kepada 

pihak bank bail itu bersifat fisik maupun non fisik.
46

 

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon 

nasabah umumnya menyediakan jaminan berupa agunan 

yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang 

nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan 

yang diberikan kepadanya.
47

 

e. Condition (Prospek Usaha) 

 Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai 

kondisi ekonomi, social politik yang ada sekarang dan 

diprediksi di masa yang akan datang. Penilaian kondisi 

atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya 

benar-benar memiliki prospek bidang yang baik, 

                                                             
43Ibid., 137. 
44Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

1997), 243. 
45Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, 137. 
46Ibid.,  
47Sumar‟in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, 1st ed, (Yogyakarta: 

BPFE, 2013), 117. 
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sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah 

relative kecil.
48

 

f. Syariah 

 Penilaian terhadap aspek usaha yang akan 

dilakukan oleh nasabah, apakah usaha tersebut sesuai 

dengan syariat Islam dan tidak melanggar syariat Islam. 

Misalnya menjual minuman haram atau usah-usaha yang 

dilarang oleh syariat Islam. 

 

D. Pembiayaan Bermasalah 

1. Definisi Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang 

disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan 

pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Resiko yang 

terjadi dari peminjam adalah peminjam yang tertunda atau 

ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiaban yang 

telah dibebankan.
49

 Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa 

pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debiturnya 

tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang 

tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang 

memiliki potensi merugikan pihak kreditur.Untuk menghindari 

terjadinya kegagalan pembiayaan maka bank konvensional 

maupun bank syariah harus melakukan pembinaan dan regular 

monitoring, yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring 

pasif. 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

No.31/147/KEP/DIR kategori pembiayaan bermasalah 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu : 

a.Kurang lancar, adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran  

angsuran pokok dan margin yang telah melewati 90 

(sembilan puluh hari) sampai dengan 180 (seratus 

delapan puluh) hari 

                                                             
48Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, 137. 
49 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik (Jakarta: 

Gema Insani, 2004), 7. 
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b. Diragukan, adalah apabila terdapat tunggakan 

pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah 

melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 

270 (dua ratus tujuh puluh) hari. 

c.Macet, adalah adalah apabila terdapat tunggakan  pembayaran 

angsuran pokok dan margin yang telah melewati 270 

(dua ratus tujuh puluh) hari atau lebih, bank akan 

mengalami kerugian atas pembiayaan macet tersebut. 

 

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah 

Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah
50

 : 

 Faktor internal bank sebagai berikut: 

a. Kurang dilakuakannya evaluasi keuangan nasabah;  

b. Kesalahan setting fasiltas pembiayaan (berpeluang 

melakukan side streaming);  

c. Kurang baiknya pemahaman atau bisnis nasabah;  

d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada 

bisinis usaha nasabah;  

e. Proyeksi penjualan terlalu optimis;  

f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan 

bisnis dan kurang memperhitungkan aspek 

kompetitor;  

g. Lemahnya superivsi dan monitoring; 

Faktor eksternal (berasal dari pihak luar) 

a. Meninggalnya key person; 

b. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam 

memberikan informasi dan laporan tentang 

kegiatannya);  

c. Melakukan side streaming penggunaan dana;  

d. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai 

sehingga kalah dalam persaingan usaha;  

e. Usaha yang dijalankan relatif baru;  

f. Bidang usaha nasabah telah jenuh;  

                                                             
50 Trisadini, Transaksi Bank Syariah (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 102. 
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g. Tidak mampu menanggung masalah/kurang 

menguasai binis;  Perselisihan sesama direksi;  

h. Terjadinya bencana alam;  

i. Adanya kebijakan pemerintah. 

 

3. Risiko Pembiayaan 

Risiko pembiayaan atau sering disebut dengan dafult 

risk merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau 

ketidakmampuan nasabah mengembalikan pinjaman atau 

pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka 

waktu yang ditetukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan 

nasabah memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua belah 

pihak secara teknis keadaan tersebut merupakan default.  

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi karena 

kegagalan debitur yang menyebabkan tidak terpenuhinya 

kewajiban untuk membayar utang risiko pembiayaan dapat 

bersumber dari berbagai aktivitas bank, antara lain pemberian 

pembiayaan, transaksi derevatif, perdagangan instrumen 

keuangan, serta aktivitas bank yang lain termasuk yang 

tercaaatat dalam banking book maupun trrrading book.
51

 

Risiko pemiayaan dapat terjadi dikarenakan beberapa 

hal, yaitu : 

a. Akibat kegagalan dari pihak lain 

(nasabah/debitur/mudharib) dalam memenuhi 

kewajibannya. 

b. Risiko pembiayaan dapat terjadi pada aktifitas 

pembiayaan, treasury dan investasi, pembiayaan , dan 

perdagangan. 

c. Kegagalan nasabah untuk membayar kembali murabahah 

installment 

d. Kegagalan nasabah untuk membayar ijarah  

e. Kegagalan nasabah untuk membayar kembali istisna‟ 

                                                             
51 Veithzal Rivai and Rifki Ismail, ISLAMIC RISK MANAGEMENT FOR 

ISLAMIC BANK (jakarta: PT. gramedia Pustaka Utama, 2013), 243. 
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f. Kegagalan nasbaah untuk mengirimkan komoditi yang 

sudah dibeli, dan sebagainya 

 

E. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan 

bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat 

preventif dan upaya upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya-

upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan ole bank 

sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaa 

analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan 

perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang 

menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau 

pengawasan teradap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan 

upaya=upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya 

penaggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian 

terhadap pembiayaan bermasalah (non performing financing . 

1. Pengertian Restrukturisasi 

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang 

biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya upaya 

dan langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi 

permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang 

masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami 

kesulitan pembayaran pokokdan/atau kewajiban –kewajiban 

lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.  

Dalam menjalankan kelangsungan usaha dan 

meminimalisir resiko kerugian pada bank, Bank syariah 

berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan salah satunya 

dengan melakukan restrukturisasi kredit pembiayaan terhadap 

nasabah, pelaksanaan restrukturisasi kredit ini berpedoman pada 

prinsip kehati-hatian. Pengaturan restrukturisasi pembiayaan 

pada peraturan peraturan Bank Indonesia Nomor.13/9/PBI/2011 

yang berisi tentang “Bahwa dalam rangka menjaga 

kelangsungan usaha dan meminimalisir resiko kerugian, bank 



 
 

41 

syariah dan unit usaha syariah berkewajiban menjaga kualitas 

pembiayaan 

Dalam peraturan perundang-udangan yang berlaku bagi 

bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, 

terdapat beberapa ketentuan bank indonesia yang memberikan 

pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu :  

a.Peraturan bank indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang 

restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha 

syariah, sebagai berikut : 

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan 

bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat 

menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui : 

1) Penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan 

jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka 

waktunya. 

2) Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan 

sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara 

lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, 

jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang 

tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus di 

bayarkan kepada bank. 

3) Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan 

persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada 

rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi
52

 

: 

a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank 

b) Konversi akad pembiayaan 

c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga 

syariah berjangka waktu menengah 

b. Peraturan bank indonesia No.8/12/PBI/2006 tanggal 10 juli 

2006 tentang laporan berkala bank umum, penjelasan pasal 

2 ayat (40 ) huruf g : 

“restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang 

dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan 

                                                             
52 Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. 243 
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atau ijarah terhdap debitur yang mengalami kesulitan untuk 

memenuhi kewajibannya.” 

c.PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 oktober 2006 tentang 

penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 1 butir 31 

: 

“ restrukturisasi pembiayaan adalah uapaya perbaikan yang 

dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap 

nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi 

kewajibanya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku 

yaitu fatwa dewan syariah nasional dan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku bagi bank syariah.” 

Dari berbagai ketentuan bank indonesia diatas dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan 

pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah 

restructurisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti 

ketentuan bank yang berlaku agar pembiayaan non-lancar 

(golongan kurang lancar, diragukan, dan macet) dapat menjadi 

atau secara terhadap menjadi golongan lancar kembali. 

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia pada uraian 

diatas, restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

meliputi : 

a. Penurunan imbalan atau bagi hasil; 

b. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil; 

c. Penguragan tunggakan pokok pembiayaan; 

d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan; 

e. Penambahan fasilitas pembiayaan; 

f. Pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada 

perusaaan debitur. 

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaanya 

bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), 

misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban di 

sertai dengan kelonggaran waktu pelunasan perubahan 
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syarta perjanjian dan sebagainya, tentu saja kombinasi 

tidak di perlukan apabila dengan perjumpaan hutang 

(ipso jure compensator) dan konversi pinjaman 

menjadi penyertaan , pembiayaan debitur menjadi 

lunas. 

2. Syarat – syarat Restrukturisasi  

Pembiayaan Pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 

9, pasal 10, dan pasal 18, Peraturan bank indonesia 

nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan 

peraturan bank indonesia nomor 13/9/PBI/2011 

mensyaratkan restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut 

:  

a. Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan 

atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. 

b. Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan 

untuk nasabah yang hanya memenuhi kriteria 

sebagai berikut:  

 Nasabah mengalami penurunan kemampuan 

pembayaran  

 Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan 

mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.  

c. Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya 

dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi 

kriteria sebagai berikut :  

 nasabah mengalami penurunan kemampuan 

pembayaran  

 terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari 

nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah 

restrukturisasi  

d. restrukturisasi pembiayaan wajib di dukung engan 

analisis an bukti-bukti yang memadai serta di 

dokumentasikan dengan baik . 
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3. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan 

  

Secara filosofis, ekonomi Islam mengandung muatan 

yang terdiri dari prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi, prinsip-

prinsip tersebut yakni prinsip ketuhanan (tauhid), keadilan (adl), 

persamaan (musawat), kebebasan (hurriyat), tolong-menolong 

(ta‟awun), dan toleransi (tasamuh). Prinsip-prinsip ini 

merupakan suatu pijakan yang paling mendasar bagi para 

pelaku ekonomi khususnya para penyelenggara lembaga 

keuangan syariah. Pelaksanaan restukturisasi pembiayaan yang 

diterapkan oleh tentunya berdasarkan prinsip ekonomi Islam. 

Restrukturisasi pembiayaan dalam menyelamatkan pembiayaan 

bermasalah dapat dilakukan melalui
53

:  

 

A. Penjadwalan kembali (rescheduling)  

Penjadwalan kembali atau recheduling adalah upaya 

penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah 

jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. 

Berdasarkan Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang 

penjadwalan kembali, bahwa LKS boleh melakukan 

penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang 

tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai 

waktu yang disepakati dikarenakan usaha nasabah dalam 

keadaan tidak baik tetapi nasabah masih punya itikad baik 

untuk meminta keringanan dalam pembayaran pembiayaannya. 

Dalam proses ini, rescheduling dihitung berdasarkan sisa pokok 

pembiayaan dan margin yang belum dibayar. Pihak bank tidak 

diperkenankan menambah jumlah tagihan nasabah. Beberapa 

alternative rescheduling yang dapat diberikan,  antara lain : 

1) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, misalnya 

jangka waktu pembiayaan dua tahun diperpanjang 

menjadi lima tahun, sehingga total angusran perbulan 

menjadi lebih rendah.  

                                                             
53 Abd Shomad trisandini P. Usanti, Transaksi Bank Syariah (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), 109. 
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2) Jadwal angusran bulanan di ubah menjadi triwulanan, 

perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan 

nasabah mengumpulkan dana untuk mengangsur 

dalam triwulan. Hal ini disesuaikan dengan 

penerimaan penjualan. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah.  

3) Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu 

yang lebih lama. 

Adapun jangka waktu pembayaran dalam akad 

murabahah yang baru (pasca rescheduling), berdasarkan 

kesepakatan pihak bank dengan nasabah. Hal ini mengacu 

pada prinsip Islam yaitu keadilan. Pihak bank dan nasabah 

sama-sama membuat kesepakatan mengenai besaran 

angsuran dan jadwal pembayaran yang tidak merugikan 

kedua belah pihak. Selain dari prinsip keadilan, 

rescheduling juga sesuai dengan prinsip ta‟awun (tolong 

menolong), dimana pihak bank membantu permasalahan 

nasabah, dalam hal ini yaitu pembiayaan bermasalah agar 

anguran pembiayaan dapat lancar kembali. Seperti dalam 

firman Allah pada QS Al-Baqarah 280, yaitu:  

                  

            

Artinya : Dan jika (orang berutang itu) dalam 

kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia 

memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, 

itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(QS Al-

Baqarah 280) 

Apabila orang yang berutang tidak sanggup 

melunasi, maka berilah dia waktu penangguhan sampai 

Allah memudahkan rizkinya seingga dia dapat membayar 

harta kalian kepada kalian. Apabila kalian membiarkan 
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semua utang tersebut atau sebagian dan menggunggurkan 

utang itu dari orang yang berutang, maka itu lebih utama 

bagi kalian, jika kalian menyadarai keutamaan sikap 

tersebut dan sesunggunya tindakan tersebut lebih baik bagi 

kalian didunia dan akhirat.
54 

B. Persyaratan kembali (reconditioning)  

Reconditioning merupakan merupakan upaya penyelesaian 

pembiayaan bermasalah untuk menyelamatkan pembiayaan 

yang diberikan dengan cara melakukan perubahan terhadap 

sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) tanpa menambah 

sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada 

bank. Berdasarkan Fatwa DSNMUI/46/II/2005 bahwa 

perubahan jumlah angsuran atau potongan tagihan bisa 

dilakukan apabila nasabah mengalami penurunan kemampuan 

dalam pembayaran kewajiban, kemudian besarnya potongan 

tergantung dari kebijakan dan lembaga keuangan syariah, dan 

dalam pemberian potongan dilarang untuk melakukan 

perjanjian dalam akad. 

Perubahan kondisi pembiayaan dibuat dengan 

memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah 

dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Penurunan nilai bagi 

hasil untuk porsi bank dari yang semula 65% menjadi 55%. 

Selain itu juga dilakukan beberapa perubahan lainnya seperti 

perubahan jadwal angsuran, perubahan jangka waktu serta 

pemberian keringan pembayaran bagi hasil tanpa mengurangi 

sisa kewajiban pokoknya.  

C. Penataan kembali (restructuring)  

Penataan kembali atau restructuring merupakan upaya 

penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah 

                                                             
5454Tafsir web, “Surah Al-Baqarah 280”, Tafsirweb.com, 2018, 

https://tafsirweb.com/1046-surat-al-baqarah-ayat-280.html  
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persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan 

perubahan.   

1) Dana fasilitas pembiayaan.  

2) Konversi akad pembiayaan.  

3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah 

berjangka waktu menengah. Surat berharga syariah 

berjangka waktu menengah adalah surat bukti investasi 

berdasarkan prinsip syariah yang diperdagangkan di 

pasar modal berjangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun 

dengan menggunakan akad mudharabah atau 

musyrakah.  

4) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal 

Sementara pada perusahaan nasabah. Konversi ini 

dilakukan untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana 

dalam jangka waktu tertentu.  

penerapan restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan 

secara bersamaan atau kombinasi, seperti pelaksanaan 

rescheduling dan reconditioning, pelaksanaan rescheduling dan 

restructuring, serta pelaksanaan rescheduling, reconditioning, 

dan restructuring secara bersamaan. dengan  memberikan 

keringanan jumlah angsuran disertai dengan kelonggaran jadwal 

pembayarannya sesuai kebijakan yang diambil dan adanya 

kesepakatan dengan nasabah. Hal ini bertujuan agar 

pembiayaan bermasalah dapat teratasi dengan dilakukannya 

restrukturisasi. Sesuai dengan hadits Nabi Riwayat Muslim, 

yang artinya: “orang-orang yang melepaskan seorang muslim 

dari kesulitannya maka Allah akan melepaskan kesulitannya di 

hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama 

ia menolong saudaranya.” Dengan adanya restruktukturisasi 

pembiayaan diharapkan pembiayaan yang tidak lancar secara 

bertahap akan lancar kembali.  
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F. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam 

Dalam perspektif ekonomi islam, ekonomi islam tela 

lama muncul sejaka munculnya islam itu sendiri, sehingga 

kegiatan ekonomi telah menyatu dengan kehidupan umat islam 

itu sendiri. Sehingga AL-Qur‟an dan Hadist telah membahas 

banyak tentang ekonomi islam. Dalam membahas tentang 

perspektif ekonomi islam, ada satu titik awal yang benar-benar 

harus diperhatikan, yaitu : ekonomi islam itu sesunggunya 

bermuara kepada akidah islam, yang bersumber dari syariatnya. 

Dan hal ini baru dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain adalah 

Al-Qur‟an Al-Karim dan As-Sunah Nabawiyah yang berbahasa 

arab.
55

 

Definisi ekonomi islam mengalami perbedaan definisi 

antara ahli satu dengan ahli yang lainnya. Berikut definisi 

ekonomi islam menurut para ahli : 

1. Menurut hasanuz zaman : ekonomi islam adalah 

pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk 

mencegah terjadinya ketidak adila atas pemanfaatan dan 

pembuangan sumber sumber material dengan tujuan 

memberikan kepuasan manusia dan melakukannya 

sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat. 

2. Menurut M. Nejatullah as-Siddiqy : ekonomi islam 

adalah “pemikir muslim” yang merespon terhadap 

tantangan ekonomi pada masanya. 

3. Menurut syed Nawab Heider : ekonomi islam merupakan 

representasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat 

muslim tertentu. 

4. Menurut M. Akhram Khan: ekonomi islam bertujuan 

untuk mempelajari kemenangan manusia (agar menjadi 

baik) yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya 

alam yang didasarkan pada kerjasama dan partisipasi . 

                                                             
55 Husna Ni‟matul Ulya, Ekonomi Makro Islam (Jawa Tengah: PT Nasya 

Expanding Management, 2021), 5. 
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Maka dapat disimpulkan ekonomi islam merupakan 

suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-

nilai islam.
56

 

Penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya 

restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik 

dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya 

penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah 

sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dpaat diajak 

bekerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermsalah  

maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian 

pembiayaan bermaslah. 

Adapun landasan syariah yang dapat mendukung upaya 

restrukturisasi pembiayaan yaitu:   

Dalam surat Al-Baqarah (2) : 280 

                        

        

Artinya : Dan jika (orang berutang itu) dalam 

kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia 

memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu 

lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah (2) 

: 280) 

Apabila orang yang berutang tidak sanggup 

melunasi, maka berilah dia waktu penangguhan sampai 

Allah memudahkan rizkinya seingga dia dapat 

membayar harta kalian kepada kalian. Apabila kalian 

membiarkan semua utang tersebut atau sebagian dan 

menggunggurkan utang itu dari orang yang berutang, 

maka itu lebih utama bagi kalian, jika kalian 

                                                             
56 Ibid, 7. 
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menyadarai keutamaan sikap tersebut dan sesunggunya 

tindakan tersebut lebih baik bagi kalian didunia dan 

akhirat.
57 

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam ekonomi 

islam dapat ditempu dengan berbagai tindakan yang 

berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, tindakan tersebut 

antara lain, yaitu
58

 : 

a.Perdamaian ( Al-Sulh) 

Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah piak maka 

harus ada penyelesaian masalah yanhg harus diambil 

yaitu, secara damai (al-sulh), adalah akad dimana yang 

berselisih bermusyawarah bersama-sama memecakan 

masalah yang dihadapi dengan menggunakan jalan 

damai, tanpa merugikan pihak lain. Didalam penerapan 

bank syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah 

akan dilakukan tahap-tahap sebagai berikut : 

a.  penagihan secara intensif 

b.  pemberian surat peringatan atau teguran 

c.  penjadwalan kembali ( rescheduling) 

d.  persyaratan kembali (reconditioning) 

e.  penataan kembali (restructuring) 

 

b. Arbitrase (At-Takim) 

Jika dengan cara damai (al-sulh) tidak mencapai 

kesepakatan maka penyelesaian dilakukan melalui badan 

arbitrase (al-tahkim) yaitu, mengangkat seseorang 

sebagai penengah yang ditunjuk oleh kedua belah pihak 

secara damai, orang yang menyelesaikan masalah 

tersebut adalah hakam. Arbitrase merupakan salah satu 

cara penyelesaian diluar peradilan umum berdasarkan 

pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh 

para pihak. Lembaga arbitrase dapat digunakan untuk 

                                                             
5757Tafsir web, “Surah Al-Baqarah 280”, Tafsirweb.com, 2018, 

https://tafsirweb.com/1046-surat-al-baqarah-ayat-280.html 
58 Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, 107. 
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menyelesaikan pembiayaan macet. Dalam islam 

dianjurkan menunjuk seseorang untuk menjadi penengah 

apabila ada suatu permasalahan. hal ini dimaksudkan 

agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik 

melalui seorang penengah yang ditunjuk oleh kedua 

belah pihak yang bertikai. 

 

c.Peradilan (Al- Qadha) 

Menurut bahasa, al- qadha berarti memutuskan atau 

menetapkan, menurut istilah berarti menetapkan hukum 

syara‟ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk 

menyelesaikan secara adil atau mengikat. Apabila para 

pihak bersengketa, tidak berhasil melalakukan as-sulh 

atau at tahkim, atau para pihak tidak mau melakukan 

kedua secara tersebut, maka salah satu pihak bisa 

mengajukan masalah kepengadilan. 

Prinsip at-ta’awun dalam penyelamatan pembiayaan 

bermasalah 

Khusus untuk prinsip at-taawun jika melihat 

pengertian at-taawun yang berasal dari kata dasar 'aunun yang 

berarti pertolongan, dan menurut istilah syariah at-ta'awun 

yang berarti saling tolong-menolong dalam mengerjakan 

kebajikan & taqwa, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an 

surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi : "...dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan (birri) 

dan taqwa & jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran... ". Berdasarkan hal tersebut sebagaimana 

terdapat dalam tafsir Al-Qurthuby, dimana kata "birri" yang 

artinya kebajikan adalah ridha manusia yakni aturan yang baik 

atas jalan suka sama suka. Sedangkan kata "taqwa" adalah 

ridha Allah, bertransaksi dengan apa yang dibenarkan oleh 

syara' dan menjauhi apa yang dilarang.
59

 

                                                             
59 Wiwin Karlina, “Penerapan Prinsip At-Ta‟awun Pada Pembiayaan 

Murabahah Dibank Syariah” (Thesis : Universitas Brawijaya, 2006), 39 
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Prinsip-prinsip muamalah umum yang bisa dijadikan 

pedoman dalam operasionalisasi instrument-instrumen 

ekonomi syariah, yang khususnya mencerminkan prinsip at-

ta’awun jika diterapkan dalam perspektif perbankan syariah 

hendaknya dapat mencerminkan beberapa hal diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus 

didahulukan dari kepentingan individu. 

2. Melepas kesulitan harus diproritaskan dibanding memberi 

manfaat, meskipun keduanya sama-sama merupakan 

tujuan syariah. 

3. Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk 

menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar 

tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. 

Sebaliknya, bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima 

atau diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih 

besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dikorbankan 

untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. 

Sedangkan dalam bukunya, Azis Amin menjelaskan 

bahwasannya falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang 

menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efesiensi, 

keadilan dan kebersamaan. Efesiensi mengacu pada mengacu 

pada prinsip saling membantu atau tolong-menolong secara 

sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. 

Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, 

ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi 

masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu mengacu 

pada prinsip saling menawarkan bantuan atau tolong-

menolong dan nasihat untuk saling meningkatkan 

produktivitas. Makna efesiensi, Keadilan dan kebersamaan 

yang menjadi falsafah dasar dari beroperasinya perbankan 

syariah yang mengacu pada prinsip saling menawarkan 

bantuan atau tolong-menolong tidak lain merupakan 

representasi dari penerapan prinsip at-taawun. 
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Lebih ditegaskan lagi oleh Emeritus Tan Sri Datuk 

Ahmed bin Mohd. Ibrahim yang menyatakan bahwasannya 

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai 

wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka 

kepada, paling tidak, pelaksanaan dua ajaran Al-qur‟an yang 

salah satunya yaitu Prinsip At Ta’awun yang merupakan prinsip 

saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota 

masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al 

Qur‟an surat Al Maidah ayat 2 :“Dan tolong menolonglah 

kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan 

tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. 

Khusus mengenai prinsip at-taawun atau tolong menolong 

dalam perbankan syariah, urgensinya dapat pula kita lihat dalam 

buku “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah 

Indonesia” yang diterbitkan oleh BI untuk periode 2002-2011, 

dikatakan bahwasannya berdasarkan nilai-nilai syariah, visi 

pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah sebagai 

berikut: “Terwujudnya sistem perbankan syariah yang 

kompetitif, efesien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang 

mampu mendukung sektor riil yang secara nyata melalui 

kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil 

lainnya dalam kerangka keadilan, tolong-menolong dan menuju 

kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat”. Kerangka 

”keadilan” dan ”tolong-menolong” guna mencapai 

kemaslahatan masyarakat atau yang dalam istilah syariah 

disebut dengan at- taawun (tolong-menolong), merupakan salah 

satu mainstream dalam perbankan syariah baik itu dalam 

kegiatan usaha yang berbasis bagi hasil ataupun transaksi riil 

lainnya termasuk murabahah. Sehingga praktis prinsip at-

taawun yang berarti tolong-menolong atau saling menawarkan 

bantuan dalam setiap transaksi perbankan syariah dikenal dan 

patut pula untuk diimplementasikan. 
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G. UMKM 

Pengertian UMKM Menurut UUD 1945 kemuadian 

dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPRRI/1998 tentang 

Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian 

integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, 

dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian 

nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. 

Selanjutnya dibuatklah pengertian UMKM melalui UU No.9 

Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin 

dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian 

UMKM adalah sebagai berikut
60

:  

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini.  

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini. 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.  

                                                             
60 Yuli Rahmini Suci, “Development of MSME (Micro, Small and Medium 

Enterprises) in Indonesia,” Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Vol. 6, no. 1 (2017): 4, 

http://e-journal.upp.ac.id/index.php.Cano. 
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4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang 

dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan 

bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari 

Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik 

negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing 

yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.  

5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha 

Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan 

ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.  

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kreteria 

UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut
61

:  

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:  

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).  

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:  

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau  

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah).  

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:  

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau  

                                                             
61 Ibid, 5. 
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b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

 

H. POJK NOMOR 11/POJK.03/2020 

1. Peraturan OJK Nomor 11/Pojk. 03/2020 tentang 

stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan 

Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 

2019                  Perkembangan penyebaran corona virus disease 

2019 covid berdampak secara langsung ataupun tidak langsung 

terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur Usaha 

Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga berpotensi 

mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan 

yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena 

itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi 

perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung 

pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus 

perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran 

covid.
62

 

2. Pokok-Pokok Pengaturan Peraturan OJK Stimulus 

Dampak Covid  adalah:  

a. Peraturan OJK ini berlaku bagi bank umum 

konvensional (BUK), Bank umum syari‟ah (BPR), 

Unit Usaha Syari‟ah (UUS), bank pengkreditan 

rakyat (BPR),  dan bank pengkreditan rakyat 

syari‟ah (BPRS). 

b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung 

stimulus pertumbuhan Ekonomi untuk debitur 

yang terkena dampak penyebaran covid termasuk 

debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM), dengan tetap memperhatikan prinsip 

kehati-hatian 

                                                             
62 POJK NO. 11/Pojk. 03/2020 tentang stimulus Perekonomian Nasional 

Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 
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c. Debitur yang terkena dampak penyebaran covid  

termasuk debitur Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) adalah debitur yang 

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban 

pada Bank karena debitur atau usaha debitur 

terdampak dari penyebaran covid baik secara 

langsung ataupun tidak langsung pada sektor 

ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, 

perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, 

dan pertambangan.  

d. Kebijakan Stimulus dimaksud terdiri atas:  

1) Penilaian kualitas kredit / pembiayaan / 

penyediaan dana lain hanya berdasarkan 

ketepatan  pembayaran pokok dan atau bunga 

untuk kredit / pembiayaan/ penyediaan dana 

lain dengan plafon sampai dengan Rp10 

miliar.  

2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan 

menjadi lancar setelah  

3) Direstrukturisasi selama masa berlakunya 

POJK. Ketentuan restrukturisasi  

4) Diterapkan bank tanpa melihat batasan plafon 

kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
63

 

3. Mekanisme Relaksasi Kredit/Pembiayaan Oleh Bank 

Mengacu kebijakan Peraturan OJK Nomor : 

11/Pojk.03/2020, entang stimulus perekonomian nasional 

sebagai kebijakan counterclycal  dampak penyebaran 

coronavirus disease 2019 terkait dengan relaksasi kredit 

terhadap para nasabah/ debitur yang terkena dampak dan 

imbas wabah virus  covid, bank akan memberikan 

relaksasi berupa:  

1) penundaan pembayaran pokok maupun bunga,  

2) perpanjangan jangka waktu maupun penambahan 

platform kredit.   

                                                             
63 Ibid. 
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Mengingat situasi dan kondisi protokol penanganan 

pandemi covid yang harus menerapkan physical 

distancing. Selain itu, Bank juga akan menghubungi 

setiap debitur yang terkena dampak ekonomi covid untuk 

menawarkan relaksasi. Semua debitur yang terkena 

dampak maupun tidak dari covid dan mengajukan ke 

bank, pasti akan dilayani dan dipertimbangkan untuk 

diberikan relaksasi. Pelaksanaan relaksasi ini 

diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikad baik 

dan terdampak akibat covid, beberapa hal penting yang 

wajib diketahui adalah sebagai berikut:  

 

1) Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi 

melengkapi dengan data yang diminta oleh bank/leasing 

yang dapat disampaikan secara online (email/website) 

yang ditetapkan oleh bank) tanpa harus datang bertatap 

muka. 

2) Bank akan melakukan assesment antara lain terhadap 

apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau 

tidak langsung, historis pembayaran kredit baik 

pembayaran pokok maupun pembayaran bunga.  

Bank memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur 

untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan 

waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika 

masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya 

melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan 

bank /leasing. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan 

nasabah/debitur yang terdampak akibat covid. Informasi 

persetujuan restrukturisasi dari bank/leasing disampaikan 

secara online atau via website bank/leasing yang terkait.  

 

I. COVID-19 

1. Pengertian COVID-19 

Penyakit Coronavirus 2019 ( COVID-19 ) adalah 

penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan 
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akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali 

diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan , ibu kota provinsi 

Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, 

mengakibatkan pandemi koronavirus 2019-2020 yang sedang 

berlangsung. Gejala umum termasuk demam, batuk. dan sesak 

nafas. Gejala lain mungkin termasuk kelelahan, nyeri otot , 

diare , sakit tenggorokan , kehilangan bau dan sakit perut. 

Waktu dari paparan hingga timbulnya gejala biasanya sekitar 

lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari. 

Sementara sebagian besar kasus menghasilkan gejala ringan, 

beberapa berkembang menjadi pneumonia virus dan kegagalan 

multiorgan. Pada 11 April 2020, lebih dari 1,69 juta kasus telah 

dilaporkan di lebih dari 200 negara dan wilayah, mengakibatkan 

lebih dari 102.000 kematian. Lebih dari 376.000 orang telah 

pulih. Di Indonesia sendiri, kabar terbaru tanggal 11 april 2020 

yaitu pasien positif berjumlah 3.842. pasien sembuh berjumlah 

286 dan pasien dinyatakan meninggal berjumlah 327orang.
64

 

Virus ini terutama menyebar di antara orang-orang 

selama kontak dekat, sering melalui tetesan kecil yang 

dihasilkan selama batuk, bersin, atau berbicara. Orang juga 

dapat terinfeksi dengan menyentuh permukaan yang 

terkontaminasi.Virus ini dapat bertahan di permukaan hingga 72 

jam. Coronavirus menular selama tiga hari pertama setelah 

timbulnya gejala, meskipun penyebaran mungkin terjadi 

sebelum gejala muncul dan pada tahap selanjutnya penyakit. 

Metode standar diagnosis adalah dengan reaksi rantai 

transkripsi polimerase balik real time dari swab nasofaring. 

Pencitraan CT dada juga dapat membantu untuk diagnosis pada 

individu jika ada kecurigaan tinggi infeksi berdasarkan gejala 

dan faktor risiko tetapi tidak dianjurkan untuk skrining rutin. 

                                                             
64 Ihsan Effendi and Prawidya Hariani, “Dampak Covid-19 Terhadap Bank 

Syariah : Impact of Covid-19 on Islamic Banks,” EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu 
Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol, 20, no. 79 (2020): 3, 

10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.5553.. 
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Langkah-langkah yang disarankan untuk mencegah 

infeksi termasuk sering mencuci tangan, menjaga jarak fisik 

dari yang lain (terutama dari mereka yang memiliki gejala), 

menutupi batuk dan bersin dengan tisu atau siku bagian dalam 

dan menjaga tangan yang tidak dicuci menjauh dari wajah. 

Penggunaan masker dianjurkan bagi mereka yang curiga 

memiliki virus dan pengasuh mereka. Mereka yang terinfeksi 

virus dapat tidak menunjukkan gejala atau mengalami gejala 

seperti flu, termasuk demam, batuk, kelelahan, dan sesak napas. 

Gejala darurat termasuk kesulitan bernapas, nyeri atau tekanan 

dada yang menetap, kebingungan, sulit bangun dan wajah atau 

bibir kebiru-biruan, perhatian medis segera disarankan jika 

gejala-gejala ini hadir. Gejala pernafasan atas yang lebih jarang, 

seperti bersin, pilek atau radang tenggorokan mungkin terlihat. 

Gejala-gejala seperti mual, muntah dan diare telah diamati 

dalam berbagai persentase.  

Beberapa kasus di Tiongkok awalnya hanya disertai 

sesak dada dan jantung berdebar. Pada bulan Maret 2020 ada 

laporan yang mengindikasikan bahwa hilangnya indra 

penciuman (anosmia) mungkin merupakan gejala umum di 

antara mereka yang memiliki penyakit ringan, meskipun tidak 

umum seperti yang dilaporkan sebelumnya. Pada beberapa 

orang, penyakit ini dapat berkembang menjadi pneumonia, 

kegagalan multiorgan dan kematian . Pada mereka yang 

mengalami gejala parah, waktu mulai dari gejala hingga 

membutuhkan ventilasi mekanik biasanya delapan hari. Seperti 

yang umum dengan infeksi, ada penundaan antara saat 

seseorang terinfeksi virus dan waktu ketika mereka mengalami 

gejala. Ini disebut masa inkubasi . Masa inkubasi untuk 

COVID-19 biasanya lima sampai enam hari tetapi dapat 

berkisar dari dua hingga 14 hari. 97,5% orang yang mengalami 

gejala akan melakukannya dalam 11,5hari setelah infeksi. 

Laporan menunjukkan bahwa tidak semua orang yang terinfeksi 

mengalami gejala, tetapi peran mereka dalam penularan tidak 

diketahui. Bukti awal menunjukkan bahwa kasus tanpa gejala 
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dapat berkontribusi terhadap penyebaran penyakit. Proporsi 

orang yang terinfeksi yang tidak menunjukkan gejala saat ini 

tidak diketahui dan sedang dipelajari, dengan Pusat 

Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC) 

melaporkan bahwa 20% dari semua kasus yang dikonfirmasi 

tetap tanpa gejala selama tinggal di rumah sakit. Komisi 

Kesehatan Nasional China mulai memasukkan kasus tanpa 

gejala dalam kasus hariannya pada 1 April, dari 166 infeksi 

pada hari itu, 130(78%) tidak menunjukkan gejala. 

2. Dampak COVID-19 Teradap Sektor Bank Syariah 

Pandemi COVID-19 ini juga diperkirakan bakal 

melemahkan sektor perbankan di Indonesia. Dalam riset yang 

disampaikan pada Selasa (24/3/2020), lembaga rating global, 

Fith Rating baru-baru ini telah merevisi peringkat operasional 

(operating environment mid-point score) bank-bank di 

Indonesia menjadi „BB+‟ dari sebelumnya „BBB-„. Revisi skor 

operational Fitch ini artinya mencerminkan adanya 

ketidakpastian seputar tingkat keparahan dan durasi pandemi 

corona dan dampaknya terhadap operasional bank-bank 

diIndonesia. 
65

 

Menurut J.P Morgan Ada tiga risiko yang membayangi 

industri perbankan dalam masa pandemi covid-19 yaitu 

penyaluran kredit, penurunan kualitas aset dan pengetatan 

margin bunga bersih. Dari ketiga risiko tersebut mari kita 

analisa apakah bank syariah lebih kuat dalam menghadapi krisis 

ekonomi akibat pandemi covid-19 dibandingkan bank 

konvensional atau malah sebaliknya. 

a. Penyaluran kredit (pembiayaan)  

Dalam hal ini bank syariah maupun bank konvensional 

akan mengalami kondisi yang sama. Baik bank syariah 
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maupun bank konvensional akan sama sama mengalami 

pelambatan penyaluran kredit (pembiayaan). 

b. Penurunan kualitas aset  

Dalam hal ini baik bank syariah maupun bank 

konvensional akan sedikit terbantu dengan adanya POJK 

No.11/POJK.03/2020. POJK tersebut akan membantu bank 

syariah maupun bank konvensional terutama dalam 

pencadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif. 

Bank syariah diprediksi akan memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan bank konvensional. 

c. Pengetatan margin bunga bersih  

Hal tersebut dikarenaka bank syariah menggunakan sistim 

bagi hasil seperti yang disampaikan dalam penjelasan di 

atas. Dengan sistim bagi hasil maka kondisi neraca bank 

syariah pada masa krisis akibat pandemi COVID-19 ini 

akan elastis karena besarnya biaya yang diperuntukkan 

buat pembayaran bagi hasil juga akan ikut menurun 

dengan penurunan pendapatan yang diperoleh bank 

syariah. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang 

mana disaat pendapatan bunga kredit menurun tidak diikuti 

dengan penurunan biaya bunga untuk deposan, inilah yang 

akan menjadi permaslahan serius dari bank konvensional. 

 

J. Kerangka Pemikiran 

BMT Assyafiiyah Kotagajah merupakan lembaga 

pembiayaan yang berbasis syariah Islam. Semua kegiatan 

operasional Produk di BMT Assyafiiyah banyak macamnya, 

salah satunya adalah pembiayaan untuk UMKM, yaitu produk 

pembiayaan dengan akad Murabahah, Mudharabah, dan 

Musyarakah. Pembiayaan pada UMKM tidak selalu berjalan 

lancar, terkadang terdapat kendala seperti adanya tunggakan 

angguran, gagal bayar, kredit macet dan saat ini yang sangat 

berpengaruh terhadap penyeabab terjadinya pembiayaan 

bermasalah adalah COVID-19, hal ini yang mengakibkan 

pembiayaan mu  menjadi bermasalah. BMT Assyafiiyah 

melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan pembiayaan 
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bermasalah agar menjadi lancar kembali, langkah yang diambil 

untuk menyelesaikan pembiayaan pada UMKM bermasalah 

adalah dengan melakukan restrukturisasi dengan cara 

rescheduling, reconditioning dan restructuring,  dimana 

rescheduling  yaitu  memperpanjang  jangka  waktu,  

reconditioning  yaitu  penataan ulang  sebagian  atau  seluruh  

persyaratan  pembiayaan  serta  restructuring  yaitu perubahan 

syaratsyarat untuk penambahan modal atau konversi akad agar 

pembiayaan yang diberikan dapat kembali lancar.  

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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